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RINGKASAN

Seiring dengan perubahan global, saat ini hampir semua negara, terutama negara maju dan
negara sedang berkembang, termasuk Indonesia tengah berpacu untuk mengembangkan bio-energi,
sebagai alternatif energi fosil, yang lebih ramah lingkungan. Bappenas mendefinisikan bioenergi
sebagai energi yang didapat dari organisme biologis (bahan organik) dan secara umum bioenergi
menghasilkan tiga jenis sumber energi, yaitu: biofuel (biodiesel, bioethanol), biogas, dan biomassa
padat (serpihan kayu). Semakin menyusutnya cadangan bahan bakar fosil, menjaga kelestarian
lingkungan, mengurangi defisit transaksi berjalan dari sektor impor migas, dan komitmen kuat untuk
memenuhi NDC adalah beberapa argumen utama bagi Indonesia untuk melukukan tranformasi energi.
Fondasi legal transformasi energi ini adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 32/2008 yang
mewajibkan pemakaian bahan bakar nabati di dalam negeri. Salah satu potensi besar yang bisa
dikembangkan untuk mendukung kebijakan ini adalah pengembangan biodiesel berbahan baku sawit
(Crude Palm Qil). Pemerintah bahkan telah mencanangkan B30 pada 2020 akhir, B50 pada 2021, dan
B100 pada 2022. Namun rencana pemerintah mengembangkan biodiesel berbasis sawit
memunculkan kekhawatiran publik. Pengembangan biodiesel dipandang berisiko meningkatkan
kebutuhan lahan dari konversi kawasan hutan yang justru akan meningkatkan emisi. Tujuan dari
penyusunan policy paper ini adalah untuk menganalisis dampak pengembangan biodiesel berbahan
baku sawit terhadap risiko peningkatan konversi lahan hutan dan emisi gas rumah kaca. Output policy
paper ini adalah memberikan rekomendasi kebijakan bagi upaya meminimalisir dampak
pengembangan biodiesel terhadap konversi hutan dan emisi gas rumah kaca. Penyusunan policy paper
ini dibangun berdasarkan desk study dan sintesis terhadap literatur. Hasil analisis menunjukkan bahwa
risiko tersebut dapat dihindari. Pemerintah telah membuat beberapa kebijakan strategis dan katub
pengaman untuk menekan konversi lahan melalui beberapa langkah sistematik, yaitu (1) Reformasi
tata kelola sawit melalui one map policy, reformasi birokrasi perizinan, dan percepatan sertifikasi; (2)
Peningkatan produktivitas dari rata-rata 2-4 ton CPO/ha/tahun menjadi 8-10 ton CPO/ha/tahun
melalui penerapan Good Agricultural Practices dan program peremajaan sawit rakyat; (3) Moratorium
sawit; dan (4) Pengembangan bahan baku alternatif selain sawit untuk biodiesel, seperti jarak pagar,
kemiri sunan dan lainnya. Target penerapan B100 pada 2022, barangkali secara teknologi dan
kelembagaan di hilir dan investasi industri pengolahan bisa dicapai terutama paska UU Cipta Kerja,
namun kesiapan di hulu masih memerlukan waktu 5-10 tahun ke depan kalau hanya mengandalkan
sawit sebagai bahan baku utama tanpa menambah luasan yang ada.
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1. Pendahuluan

Indonesia tengah berpacu untuk mengembangkan bioenergi sebagai alternatif energi
fosil yang lebih ramah lingkungan. Bappenas (2015) mendefinisikan bioenergi sebagai energi
yang didapat dari organisme biologis (bahan organik), dan secara umum bioenergi
menghasilkan tiga jenis sumber energi, yaitu: biofuel (biodiesel, bioethanol), biogas, dan
biomassa padat (serpihan kayu). Biodiesel merupakan salah satu energi alternatif yang
berasal dari sumber terbarukan (Ma dan Hanna, 1999). Hingga saat ini 95% bahan baku
produksi biodiesel berasal dari minyak pangan (Gui, Lee, and Bhatia, 2008). Salah satu
keunggulan dari biodiesel adalah efisiensi pembakaran (Demirbas, 1998) dan lebih 90%
biodiesel dapat terdegradasi secara biologis selama 21 hari (Mudge and Pereira, 1999).

Indonesia tercatat sebagai negara pertama yang berhasil mengimplementasikan B20
dengan bahan baku utama kelapa sawit. Tujuan implementasi Program Mandatori BBN
sebagai berikut: 1) Memenuhi komitmen Pemerintah untuk mengurangi emisi GRK sebesar
29% dari BAU pada 2030; 2) Meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi; 3) Stabilisasi
harga CPO; 4) Meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi industri kelapa sawit; 5) Memenuhi
target 23% kontribusi EBT dalam total energy mix pada 2025; 6) Mengurangi konsumsi dan
impor BBM; 7) Mengurangi emisi GRK; dan 8) Memperbaiki defisit neraca perdagangan.
Selain Indonesia, ada beberapa negara yang juga berhasil mengimplementasikan B20
diantaranya adalah Minnesota, Amerika Serikat mulai Mei 2018. Adapun Kolombia baru pada

tahap B10 dari tahun 2011 dan Malaysia baru pada tahap B10 pada tahun 2019 (EBTKE, 2019).

IMPLEMENTASI BIODIESEL DI BEBERAPA NEGARA

Source: http://www.egnret.ewg.apec.org/Archive/activities_summary.html

Sumber: EBTKE (2019)
Gambar 1. Implementasi biodiesel di beberapa negara
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2. Rumusan Masalah

Total emisi GRK untuk Skenario BAU secara keseluruhan berasal dari pembakaran
bahan bakar fosil (minyak, gas, dan batubara) pada 2013 sebesar 475 juta ton CO.e dan
meningkat menjadi 1.655 juta ton COe pada 2035, tumbuh rata-rata 5,8% per tahun
(Mujiyanto dkk., 2015). Pengembangan biodiesel merupakan opsi realistis yang harus diambil
oleh pemerintah sebagai upaya keluar dari ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan
mendorong kelestarian lingkungan, mengurangi emisi sejalan NDC, mengurangi defisit
transaksi berjalan, dan memperkuat ketahanan dan keamanan energi nasional.

Salah satu sumber bahan baku potensial untuk pengembangan biodiesel saat ini
adalah sawit, walaupun sumber bahan baku lain juga layak untuk mulai dikembangkan seperti
jarak pagar, kemiri sunan, nyamplung dan lainnya. Areal kebun sawit yang mencapai 16,38
juta ha dan produksi CPO yang mencapai 49 juta ton lebih menjadi potensi yang paling
menjanjikan, terlebih adanya rencana Masyarakat Eropa mengeluarkan biodiesel sawit dari
rencana pengembangan biodiesel mereka pada 2030.

Ada beberapa thesis atau proposisi yang berkembang sebagai dampak atau risiko dari
pengembangan biodesel ini, antara lain: (1) Nilai emisi dari jejak karbon (carbon footprint)
yakni dari proses produksi sampai biodiesel masih lebih tinggi dari jejak karbon bahan bakar
fosil; (2) Pengembangan biodiesel akan meningkatkan permintaan lahan dari kawasan hutan;
dan (3) Pengembangan biodiesel juga akan terkait dengan pelanggaran HAM. Oleh karena itu,
policy paper yang membahas tentang implikasi dari pengembangan biodiesel terhadap risiko
konversi hutan dan peningkatan emisi sangat diperlukan. Tujuan penyusunan policy paper
adalah untuk menganalisis dampak pengembangan biodiesel berbahan baku sawit terhadap
risiko peningkatan konversi lahan hutan dan emisi gas rumah kaca. Output policy paper ini
adalah memberikan rekomendasi kebijakan bagi upaya meminimalisir dampak

pengembangan biodiesel terhadap konversi hutan dan emisi gas rumah kaca.

3. Metodologi

Penyusunan policy paper dilakukan dengan menggunakan metode desk study dan
sintesis terhadap literatur serta berbagai data sekunder yang berasal dari berbagai sumber.
Analisis estimasi difokuskan pada data kebutuhan penerapan biodiesel dan bahan baku CPO

yang dibutuhkan sesuai dengan kadar campuran yang diinginkan.
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4. Hasil dan Pembahasan
4.1. Pelaksanaan Kebijakan Mandatori

Sejak 2008 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan mandatori penerapan biodiesel
dengan kadar campuran sebesar 2,5%. Secara bertahap pemerintah mendorong peningkatan
kadar biodiesel menjadi 7,5% pada 2010, 10% pada 2011, dan 15% pada 2015, dan 20% (B20)
pada 2016. Program Mandatori B20 berjalan baik dengan pemberian insentif dari Badan
Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk sektor PSO (Public Servise
Obligation). Landasan hukumnya Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian ESDM
menggalakkan Program Mandatori bahan bakar nabati (BBN) adalah Peraturan Menteri ESDM
No. 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati
(BBN) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan

Menteri ESDM No. 12 Tahun 2015. (EBTKE, 2019).

Realisasi Implementasi Biodiesel

:__Llll"iil

e (kL)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
® Produksi  190.000 243.000 1.812.000 2.221.000 2805000 3.961.081 1.652.801 3.656.359 3.416.417 6.167.837 6.962.193
s Domestik  119.000 223.000 359.000 669.000 1.043.000 1.844.663 915.460 3.008.474 2571.569 3.750.066 5.500.999
» Ekspor 70.000 20.000 1453.000 1.552.000 1.757.000 1.629.262 328.573 476.937 187.349 1802926 1.290.536

Sumber: EBTKE (2019)
Gambar 2. Realisasi implementasi biodiesel

4.2. Nilai Manfaat Implementasi B20

Pemerintah Indonesia melalui PP No. 79/2014 menetapkan target penggunaan energi
baru terbarukan sebesar 23% dari total bauran energi nasional pada tahun 2025 dan 31%
pada tahun 2050. Penggunaan biofuel merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk
menurunkan emisi CO, dari sektor energi. Selain itu, penggunaan biofuel juga diharapkan
dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Pada bulan Desember 2019,

Presiden Indonesia secara resmi mengeluarkan program mandatori B30, yaitu kewajiban
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untuk mencampur biodiesel sebesar 30% terhadap total bahan bakar diesel. Program ini
diharapkan dapat menghemat devisa negara sebesar Rp63 triliun (Kementerian ESDM, 2020).

Beberapa sumber biofuel yang potensial untuk dikembangkan di Indonesia adalah
kelapa sawit, kelapa, jarak pagar, nyamplung, kemiri sunan, pongamia, karet, tebu, ubi kayu,
jagung, sagu, aren, dan sorgum. Kelapa sawit memiliki potensi yang paling tinggi dibandingkan
jenis tanaman lainnya karena produktivitas serta rendemen yang tinggi. Produksi kelapa sawit
juga mengalami surplus dalam pemenuhan bahan pangan sehingga sangat siap untuk
dikembangkan sebagai biofuel (Bappenas, 2015).

Dari catatan EBTKE (2019), manfaat ekonomi dan sosial penerapan B20 dan B30 cukup
menjanjikan. Penerapan B20 dan B30 juga berkontribusi terhadap peningkatan nilai tambah
dan pengurangan emisi. Tabel 1 berikut mengilustrasikan nilai manfaat implementasi

kebijakan B20 dan B30.

Tabel 1. Manfaat ekonomi dan sosial dari implementasi B20 dan B30

Manfaat

Nilai Manfaat Program

B20 Tahun 2018%*)

B20 Tahun 2019

B30 Tahun 2020

Volume yang digunakan

3,75 juta KL = 23,59 juta
barel/tahun = 64,62 ribu
barel/day

6,62 Juta KL = 41,68 juta
barel/tahun = 114,21 ribu
barel/day

9,59 Juta KL = 60,31 juta
barel/tahun = 165,24
ribu barel/day

Penghematan devisa

USD 1,89 miliar = Rp26,67
triliun

USD3,54 miliar = Rp43,81
triliun

USD 5,13 miliar =
Rp63,39 triiun

Peningkatan nilai tambah
(CPO menjadi biodiesel)

Rp5,78 triliun

Rp9,68 triliun

Rp13,82 triliun

Mempertahankan tenaga
kerja (petani sawit)

On farm: 478.325 orang
dan off farm: 3.609 orang

On farm: 828.488 orang
dan off farm: 6.252 orang

On farm: 1,2 juta orang
dan off farm: 9.055
orang

Pengurangan emisi GRK
dan peningkatan kualitas
lingkungan

5,61 juta ton CO2=20.317
bus kecil

9,91 juta ton CO2=35.908
bus kecil

14,25 juta ton CO2=
52.010 bus kecil

Sumber: EBTKE 2019

4.3. Jejak Karbon Pengembangan Biofuel

Salah satu isu yang muncul dalam pemanfaatan biofuel di Indonesia adalah jejak
karbon yang ditimbulkan. Hal ini didasarkan bahwa sumber emisi CO; dari biofuel tidak hanya
berasal dari emisi penggunaannya saja, tetapi juga dari pembukaan lahan dan proses
produksinya. Namun demikian, perbandingan tersebut belum mempertimbangkan aspek
ekonomi yang berkelanjutan serta upaya yang telah dilakukan untuk menekan emisi CO; yang
dilepaskan dalam proses produksi biofuel.

Dalam penghitungan emisi biofuel, salah satu pendekatan yang direkomendasikan

untuk digunakan adalah mempertimbangkan value chain mulai dari proses produksi hingga
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penggunaannya. Pendekatan ini mempertimbangkan 3 tujuan, yaitu stimulasi ekonomi bagi
masyarakat lokal dan ketahanan pangan, penurunan emisi gas rumah kaca, dan perlindungan
terhadap hutan untuk menilai dampak penggunaan biofuel secara komprehensif (Pena et al.,
2011). Pengembangan biofuel mampu mendukung tujuan pertama karena produk yang
dihasilkan umumnya bersifat multifungsi, termasuk sebagai sumber pangan. Pengembangan
biofuel juga berpotensi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong
konsumsi domestik. Sementara itu, tujuan penurunan emisi dan perlindungan hutan dapat
dicapai dengan dukungan implementasi kebijakan yang tepat.

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan life cycle analysis, emisi yang
dihasilkan dari biodiesel kelapa sawit di Indonesia adalah 1.258 kgCO2/kWh. Penghitungan
emisi ini meliputi emisi dari konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, penggunaan
biodiesel untuk pembangkit listrik, serta penyerapan CO; dari batang kelapa sawit yang tidak
ditebang. Pembukaan lahan menyumbang sekitar 92% dari total emisi (Hartono dan Irsyad,
2011). Sementara itu, rata-rata emisi dari bahan bakar fosil (batubara) adalah 1.057
kgCO2/kWh (Budi dan Suparman, 2013). Namun demikian, emisi tersebut hanya dihitung dari
proses pembangkitan tenaga listrik, belum menggunakan life cycle analysis. Penghitungan
emisi, baik dari biofuel dan bahan bakar fosil idealnya memperhitungkan emisi dari sektor

penggunaan lahan dan sektor energi.

4.4. Persiapan Pengembangan B100

Dengan posistifnya hasil penerapan B20 dan B30, pemerintah optimis untuk
melakukan lompatan penerapan ke B100. Berbagai persiapan kelembagaan dan dukungan
riset dan teknologi telah disiapkan. Persiapan implementasi B100 telah dilakukan baik teknis,
administrasi dan infrastruktur, antara lain: (a) Telah ditetapkan spesifikasi (B100) untuk
pencampuran 30% (B30) berdasarkan Kepdirjen EBTKE No. 197 K/10/DJE/2019 tentang
Spesifikasi BBN Jenis Biodiesel Sebagai Bahan Bakar Lain yang Dipasarkan di Dalam Negeri; (b)
Telah ditetapkan alokasi biodiesel tahun 2020 sebesar 9.590.131 KL (untuk 18 Badan Usaha
BBM dan 18 Badan Usaha BBN); (c) Telah diterbitkan Daftar BU BBN Biodiesel untuk Titik
Serah atau Depot Tujuan Periode 2020 (28 Pertamina, 37 BU BBM lainnya); (d) Melaksanakan
trial B30 di 8 Titik Serah milik PT Pertamina (Persero) (EBTKE, 2019).
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4.5. Pathway Penurunan Konversi Hutan dan Emisi

Risiko pengembangan biofuel terhadap peningkatan konversi hutan dan peningkatan
emisi gas rumah kaca optimis dapat diantisipasi. Pemerintah telah membuat beberapa
kebijakan strategis dan katub pengaman untuk menekan konversi lahan melalui beberapa
langkah sistematik.

Pertama, reformasi tata kelola sawit melalui one map policy, reformasi birokrasi
perizinan, dan percepatan sertifikasi. Kedua, pemerintah mendorong peningkatan
produktivitas dari rata-rata 2-4 ton CPO/ha/tahun menjadi 8-10 ton CPO/ha/tahun melalui
penerapan Good Agricultural Practices dan program peremajaan sawit rakyat. Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 131 Tahun 2013 tentang pedoman budidaya kelapa sawit yang baik
meliputi kondisi lahan, bahan tanaman, pembenihan, penyiapan lahan, penanaman dan,
pemeliharaan tanaman, panen, supervisi, dan penilaian kebun.

Berdasarkan estimasi untuk penerapan B15 dibutuhkan CPO setara dengan 4-5 juta
ton per tahun dan penerapan B20 dibutuhkan sekitar 6,4 juta ton. Sedangkan untuk
penerapan B20 dibutuhkan sekitar 10 juta ton CPO dan penerapan B100 dibutuhkan 35 juta
ton CPO. Sedangkan saat ini kebun sawit nasional telah mencapai 16,38 juta ton dengan
tingkat produktivitas antara 2-4 ton CPO/ha/tahun. Total produksi dari kebun sawit nasional
mencapai 49 juta ton lebih CPO per tahun. Dari jumlah tersebut, 14 juta ton CPO digunakan
untuk produksi minyak goreng (Investor Daily, 2020). Untuk mencegah ekspansi perkebunan
sawit, maka peningkatan produktivitas menjadi salah satu kata kunci. Apabila pemerintah
mampu mendorong peningkatan produktivitas dari 2-4 ton menjadi 8 ton per tahun, maka
produksi nasional akan mencapai 98 juta ton CPO per tahun.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menargetkan bisa menaikkan
produktivitas crude palm oil (CPO) sampai 6,9 ton/ha/tahun dalam 10 tahun ke depan. Sebab,
dengan harga jual saat ini Rp7.000/kg CPO, bila dalam 10 tahun ke depan produktivitas tetap
4 ton/ha/tahun, perseroan bisa dipastikan merugi. Dengan peremajaan minimal 5% dari
luasan sekarang dan intensifikasi maka target tersebut bisa dicapai (Ekonomi Bisnis, 2019).
Selain itu, pemerintah melalui Instruksi Presiden No. 6/2019 juga mendorong peningkatan
produktivitas kelapa sawit melalui peremajaan sawit, penggunaan bibit unggul, dan

peningkatan kapasitas petani sawit.
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Gambar 4. Proyeksi kebutuhan CPO untuk pengembangan biodiesel
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Gambar 5. Produktivitas Perkebunan Sawit (CPO) Berdasarkan Kepemilikan Lahan (2013-2018)
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Agricultural Practices dan program peremajaan sawit rakyat; (3) Moratorium sawit; dan (4)
Pengembangan bahan baku alternatif selain sawit untuk biodiesel, seperti jarak pagar, kemiri
sunan dan lainnya.

Target penerapan B100 pada tahun 2022, secara teknologi dan kelembagaan di hilir
dan investasi industri pengolahan bisa dicapai terutama paska UU Cipta Kerja. Namun
kesiapan di hulu masih memerlukan waktu 5-10 tahun ke depan apabila hanya mengandalkan

sawit sebagai bahan baku utama tanpa menambah luasan yang ada.

5.2. Implikasi Kebijakan

Komitmen pemerintah untuk menerapkan B100 yang sejalan dengan NDC dan
peningkatan kesejahteraan pekebun dan kelestarian lingkungan tanpa menambah luasan
kebun sawit yang berasal dari konversi kawasan hutan bukanlah sebuah kebijakan yang
utopis. Kebijakan ini merupakan opsi yang rasional mengingat pemerintah memiliki kapasitas
sumber daya dan kelembagaan yang cukup, baik dari potensi bahan baku sawit dan bahan
baku alternatif lainnya, seperti jarak pagar dan kemiri sunan, nyamplung dan lainnya.

Namun demikian kebijakan ini tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh berbagai
kebijakan operasional di tingkat provinsi dan kabupaten, bahkan hingga ke tingkat desa. Para
pekebun dan korporasi yang bergerak di perkebunan sawit harus memiliki komitmen yang
sama dengan pemerintah agar tidak ada distorsi pelaksanaan kebijakan di lapangan. Hal yang
tak kalah penting adalah bahwa transisi dari kebijakan energi berbasis fosil menuju bioenergi
tidak akan berjalan mulus bila tidak ada komunikasi politik kebijakan yang baik dan

pelembagaan mekanisme insentif baik bagi produsen maupun konsumen.
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